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 BAB III 

PEMERATAAN HARTA WARISAN YANG BERLAKU DI DESA 

BALONGWONO 

 

A. Selayang Pandang Desa Balongwono 

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang 

tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pendirian khas 

tertentu dari suatu daerah. Sejarah Desa atau daerah seringkali tertuang 

dalam dongeng-dongeng yang ddiwariskan secara turun temurun dari 

mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta, dan tidak 

jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat 

tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini, Desa Balongwono juga 

memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari Desa Balongwono.1 

Pada zaman kerajaan Mojopahit ada seorang durjana yang sangat 

sakti, menurut cerita masyarakat dan kesenian ludruk yang berkembang 

di masyarakat durjana itu mampu masuk ke istana melalui jalan bawah 

tanah. Dalam sejarah perjalanan mengawali legenda-legenda disekitar 

wilayah kerajaan Mojopahit salah satunya adalah Desa Balongwono 

Kecamatan Trowulan Mojokerto. 

Pada suatu hari maling cluring masuk ke istana Mojopahit namun 

ksiny keburu diketahui oleh pendekar Mojopahit yang terkenal 

                                                             
1 H. Moch. Sali, Wawancara, Mojokerto, 10 Juni 2015. 
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gudangnya orang-orang sakti. Melihat aksinya diketahui para pendekar 

Mojopahit maaling cluring melarikan ddiri kearah utara, untuk 

meloloskan diri. Maling cluring menggunakan kesaktianya membuat 

hutan-hutan dan rawa-rawa yang digunakan untuk bersembunyi dari 

kerajaan para pendekar Mojopahit.2 

Para pendekar terkejut untuk kesekian kalinya karena langkahnya 

terhadang oleh hutan yang lebat dan berawa. Dengan ilmu kesaktianya 

para pendekar bisa melihat bahwa maling cluring masuk kedalam hutan 

itu dengan kesaktianya hutan itu dipukul dan hutan itu hilang seketika. 

Melihat dirinya didesak maling cluring melarikan diri lagi kearah 

utara untuk menyelamatkan diri dari kepungan para pendekar 

Mojopahit. Menghadapi kejadian aneh ini para pendekar berpesan 

kepada para pengikutnya “bila suatu saat nanti daerah ini diberi nama 

Desa Balong Alas dalam bahasa Indonesianya Desa Balongwono”. 

Demikian legenda yang berkembang dimasyarakat yang 

diceritakan secara turun temurun.3 

 

B. Letak Geografis Desa Balongwono 

Desa Balongwono merupakan satu Desa di Kecamatan Trowulan 

Kabupaten Mojokerto, yang terletak pada ketinggian 34 m diatas 

permukaan laut dan 5 km dari Ibu Kota. Kecamatan serta 9 km dari Ibu 

Kota Kabupaten, dengan luas wilayah 184.129,33 Ha. 

                                                             
2 Juwanik,Wawancara, Mojokerto, 10 Juni 2015. 
3 H. Moch. Sali, Wawancara, Mojoerto, 10 Juni 2015. 
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Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto 

Profinsi Jawa Timur, dimana jumlah penduduknya terdiri dari 3.260 jiwa 

dengan jumlah laki-laki 1.671 jiwa dan perempuan 1.589 jiwa dengan  

jumlah penduduk 3.260 jiwa berdasarkan pemetaan sosial dari analisis 

penyebab kemiskinan yang telah dilakukan oleh KPMD didapat.4 

 

C. Sejarah Sistem Pemerataan Harta Warisan yang Berlaku Di Desa 

Balongwono 

Sejarah tentang sistem pemerataan harta warisan tidak terlepas 

dari perkembangan zaman yang dianut oleh masyarakat Desa 

Balongwono. Mereka berpendapat bahwa masyarakat Desa Balongwono 

mendukung emansipasi wanita Balongwono, sejak tahun 2000 

masyarakat Balongwono mulai memikirkan dan mempunyai gagasan 

baru yang mana kedudukan antara laki-laki dan wanita adalah sama. di 

Balongwono sendiri antara laki-laki dan wanita dalam konteks pekerjaan 

rata dan wanita Desa Balongwono bisa mengikuti perkembangan zaman 

dan bisa bersaing dengan laki-laki. dari pemikiran diatas timbul 

permasalahan yang dimana wanita di Desa Balongwono sendiri ingin 

meminta pembagian warisan antara laki-laki dan wanita disamaratakan. 

Sebelum tahun 2000 sering terjadi cekcok pada saat pembagian harta 

warisan antara anak dari pewaris laki-laki maupun wanita. pada saat 

masyarakat Desa Balongwono mulai memikirkan perkembangan zaman 

                                                             
4 Subagiantoro, Wawancara, Mojokerto, 10 Juni 2015. 
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dan emansipasi wanita muncul gagasan adanya pemerataan warisan 

yang menimbang lebih mengutamakan kemaslahatan, kesejahteraan 

supaya tidak ada pertengkaran dan dampaknya lama kelamaan hukum 

waris Islam mulai dikesampingkan hingga sekarang.5 

 Menurut keterangan bahwa dalam pembagian harta warisan 

biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal dan dilakukan setelah 7 

hari atau 40 hari. Berdasarkan dari keterangan narasumber, bahwa dasar 

hukum yang dipakai dalam pembagian harta warisan adalah bit-tarodhi 

yaitu adanya keridhoan dari para ahli waris untuk membagikan harta 

warisan secara bagi rata berdasarkan asas kemaslahatan dan 

kesejahteraan antara para ahli waris. Meskipun ada pro dan kontra 

tentang sistem pemerataan harta warisan ini tetapi dalam lingkup besar 

sistem pemerataan harta warisan yang dianut selalu berhasil tanpa ada 

kerusuhan antar keluarga.6 

 

D. Prosesi Pembagian Harta Warisan di Desa Balongwono 

Dalam pembagian secara pemerataan bahwasanya kedudukan laki-

laki dan wanita dalam masalah kewarisan adalah sama dan hal ini bisa 

dilakukan dengan dasar kemaslahatan. Untuk formasi pembagianya 

adalah laki-laki dan wanita bagianya disamakan yaitu satu banding satu 

                                                             
5 H. Mukhlis, Wawancara, Mojokerto, 6 Juni 2015. 
6 H. Moch. Sali, Wawancara, Mojokerto, 10 Juni 2015. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

(1:1). Maksud dari formasi (1:1) yaitu satu bagian untuk laki-laki dan 

satu bagian untuk wanita.7 

Menurut keterangan dari KH. Muslikhan bahwa dalam pembagian 

harta warisan biasanya dilakukan setelah para pewaris meninggal dan 

biasanya dilakukan setelah 7 hari atau setelah 40 hari. Untuk proses 

pembagianya adalah pertama mengundang ahli waris, lurah, kepala 

dusun dan perwakilan tokoh masyarakat di Desa Balongwono. Setelah 

semuanya terkumpul maka akan ditentukan bagaimana pembagian 

warisanya. Apabila dibagi dengan sistem pemerataan maka akan dibagi 

rata kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.8 

Dalam pembagian harta warisan biasanya dilakukan ahli waris dan 

juga pihak-pihak yang harus diundang dalam pembagian warisan 

tersebut. Beberapa pihak yang harus diundang antara lain:9 

1. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan sesuai 

dengan ketentuan Islam. Ahli waris diundang untuk melalukan 

musyawarah terhadap pembagian harta warisan. 

2. Lurah  

Lurah berfungsi sebagai aparat yang apabila terjadi balik nama 

terhadap harta warisan yang telah dibagikan, maka lurah bisa 

                                                             
7 Suwarno, S.Ag,Wawancara, Mojokerto, 7 Juni 2015. 
8 KH. Muslikhan,Wawancara, Mojokerto, 5 Juni 2015. 
9 H. Mukhlis,Wawancara, Mojokerto, 6 Juni 2015. 
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langsung mengetahui haarta tersebut jatuh pada siapa dan bisa 

langsung merubah nama pada harta warisan tersebut. 

3. Kepala Dusun 

Kepala Dusun berfungsi sebagai orang yang menjadi saksi 

dalam pembagian tersebut. 

 

4. Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat sebagai orang yang diberikan wewenang 

oleh ahli waris untuk membagikan harta warisan. Tokoh 

Masyarakat akan membagikan sesuai dengan kemaslahatan 

para ahli waris.  

Menurut pendapat KH. Muslikhan bahwa dasar yang dipakai 

dalam pemerataan harta warisan adalah bit-tarodhi yaitu adanya 

keridhaan dari para ahli waris untuk membagikan harta warisan secara 

bagi rata berdasarkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Jadi dengan 

adanya musyawarah mufakad dan keridhaan, maka harta waris bisa 

dibagikan.10 

Suwarno, S.Ag juga menjelaskan bahwa dasar hukum yang dipakai 

dalam hukum waris berdasarkan sistem pemerataan adalah bil-maslahah 

yaitu demi kemaslahatan semua ahli waris yang menerima harta waris.11  

Dri narasumber yang diwawancarai dapat disimpulkan bahwa 

dasar hukum yang dipakai menganut asas bahwa dalam pembagian harta 

                                                             
10 KH. Muslikhan,Wawancara, Mojokerto, 5 Juni 2015. 
11 Suwarno, S.Ag,Wawancara, Mojokerto,7 Juni 2015. 
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warisan didasarkan adanya kesepakatan, kemaslahatan, keridhoan bagi 

semua ahli waris. 

 

E. Proses Pembagian Harta Warisan di Desa Balongwono 

a. Tahapan awal 

Sepeninggal muwaris, pada umumnya orang Islam  Desa 

Balongwono melakukan tahlilan (doa bersama) antara hari 

meninggalnya sampai malam ke tujuh. Setelah acara tahlilan 

tersebut, antara 7 hari atau setelah 40 hari masyarakat Desa 

Balongwono baru melaksanakan pembagian harta warisan. Hal 

tersebut dikarenakan, setelah 7 hari atau setelah 40 harinya masih 

dalam suasana berkabung dan tidak terburu-buru dalam hal 

warisan. Pada saat akan dibagikan harta warisan, alhi waris 

mengundang beberapa pihak yang harus diundang diantaranya 

yaitu, lurah, kasun, dan perwakilan tokoh masyarakat. 

b. Musyawarah sebagai sistem pemerataan harta warisan 

Setelah ahli waris mengundang beberapa tokoh yang harus 

diundang dalam pembagian waris kemudian terjadi sebuah 

musyawarah. Inti dari pembagian harta waris tersebut ditentukan 

melalui musyawarah sebagai jalan keluar dalam pemerataan harta 

warisan. Alasan masyarakat Desa Balongwono menggunakan 

musyawarah karena sesuai dengan gagasan awal dari emansipasi 

wanita dan kemaslahatan bersama bahwa kedudukan antara laki-
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laki dan wanita adalah sama sehingga begitu pula dalam 

pembagian waris. 

 Adapun dalam prakteknya, pada saat ahli waris 

menyebutkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwaris 

setelah dikurangi oleh wasiat ataupun hutang, maka musyawarah 

mengenai pembagian harta waris bisa dilakukan. Tokoh 

masyarakat sebagai pihak yang tahu mengenai hukum waris 

memberikan pandangan agar warisan tersebut bisa dibagi sesuai 

dengan kemaslahatan bersama. Kebanyakan pada saat 

musyawarah para ahli waris sudah mengetahui tentang sistem 

pemerataan yang diterapkan di Desa Balongwono dan para ahli 

waris menyetujuinya tetapi ada pula yang ingin dijelaskan terlebih 

dahulu tentang pembagian hukum waris Islam. 

Pada dasarnya musyawarah dilakukan untuk mencari 

mufakad. Keputusan musyawarah telah mencapai mufakad apabila 

dari beberapa tokoh yang diundang khususnya para ahli waris 

setuju dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan. Adapula 

bagian itu sama atau tidak, hal tersebut wewenang dari para ahli 

waris, namun pada prinsipnya masyarakat Desa Balongwono 

menggunakan dasar keridhoan, artinya baik setuju atau tidak harus 

sama-sama menerima. 
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c. Tahap akhir 

Pada tahap ini, yaitu proses akhir dalam pembagian harta 

waris semua harus mencapai kata mufakat. Tokoh masyarakat 

yang diberikan wewenang untuk membagikan harta waris, 

kemudian membaginnya secara merata. setelah dibagi rata dan 

disaksikan oleh kepala dusun, semua perincian tersebut dicatat 

oleh lurah dan dilegalitaskan. Pada akhinya, setelah proses 

musyawarah selesai dilakukan seluruh ahli waris wajib untuk 

menaati segala keputusan tersebut dan segera membaginya. 

1. Kendala yang dihadapi dan penyelesaianya 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa masih 

ada perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat mengenai 

pembagian harta warisan di Desa Balongwono yaitu, ada yang 

dibagi secara langsung tanpa dijelaskan terlebih dahulu hukum 

waris Islam dan ada pula yang dijelaskan terlebih dahulu. 

 Pada dasarnya, karakter manusia antara satu dan yang lain tidak 

sama. ada kalanya manusia itu tidak puas sehingga bisa saja dalam 

pembagian waris di Desa Balongwono terjadi ketidakpuasan atas 

pembagian tersebut. Hal ini merupakan kendala yang masih 

memerlukan penyelesaian dan peninjauan kembali. Berdasarkan 

survey yang telah dilakukan bahwa 85% masyarakat Desa 

Balongwono mengikuti sistem pemerataan harta warisan 

sedangkan 15% lainya yang tidak setuju, cara penyelesainya 
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mengikuti hukum Islam sesuai yang tercantum dalam al-Qur’an 

dan golongan 15% ini, tidak termasuk dalam fokus pembahasan 

skripsi ini. 

 

F. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Balongwono tentang Pemerataan 

Harta Warisan 

Tokoh Masyarakat Desa Balongwono berbeda pendapat tentang 

pembagian harta warisan berdasarkan sistem pemerataan, ada yang 

setuju untuk membagikan secara langsung dengan sistem pemerataan 

dan ada juga yang terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum waris 

Islam dan kemudian di musyawarahkan. 

Menurut KH. Muslikhan menyatakan bahwa pembagian harta 

waris bisa dibagikan secara langsung dengan adanya keridhaan dari para 

ahli waris untuk membagikan harta warisan secara bagi rata berdasarkan 

kemaslahatan dan kesejahteraan.12 

Menurut Suwarno S.Ag bahwa pembagian waris secara 

kekeluargaan bisa langsung dibagikan tanpa harus menjelaskan terlebih 

dahulu tentang hukum waris Islam dan memakai sistem pemerataan dan 

dilihat dari kemaslahatanya.13 

Menurut H. Muchlis menjelaskan bahwa dalam pembagian waris 

harus mendahulukan hukum waris Islam dahulu, dengan menjelasan 

                                                             
12 KH. Muslikhan,Wawancara, Mojokerto, 5 Juni 2015. 
13 Suwarno, S.Ag, Wawancara, Mojokerto, 7 Juni 2015. 
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terlebih dahulu tentang hukum waris Islam. Setelah dijelaskan, maka 

diadakan kesepakatan apa akan menggunakan waris Islam atau sistem 

pemerataan.14 

Dari narasumber yang penulis wawancarai meskipun ada pro dan 

kontra terhadap sistem pemerataan yang ada di Desa Balongwono tetapi 

pada prakteknya hampir 85% memakai sistem pemerataan karena bukan 

hanya dari segi kemaslahatan maupun kesejahteraan juga tetapi 

masyarakat Desa Balongwono juga berpegang teguh pada prinsip 

emansipasi wanita yang akhirnya berdampak pada hukum kewarisan.15 

 

 

 

                                                             
14 H. Muchlis,Wawancara, Mojokerto, 6 Juni 2015. 
15 KH. Muslikhan,Wawancara, Mojokerto, 5 Juni 2015. 


